PERIZINAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO DAN ORBIT SATELIT

Usul pembahasan untuk seminar peserta diharapkan memberikan masukan apa saja tentang perizinan dan pentaripan dengan mengacu draft/rancangan UU yang ada.

Struktur pentarifan

1. Efisiensi perizinan

2. Menghindari tariff ganda

3. Menghindari resources “idle”

4. Biaya murah

5. Legal mosaic (lokasi geografis, jumlah sumber daya)

6. Klasifikasi tariff : point to point (kmBW), mobile cellular (km2BW), satelit LEO (Bwbeam), persentase pendapatan kotor.

IBU FIEN (PSN)

Prinsip perizinan slot orbit dan satelit :

1. Izin alokasi orbit dan frekuensi satelit itu harus menyatu.

2. Lama waktu izin, sepanjang “lifetime” satelit tersebut (20 tahun).

3. Biaya hak penggunaan orbit ?! Biaya pendaftaran dan biaya koordinasi orbit dan Frekuensi.

4. Pasal 18, pengalihan hak ?! Bagaimana hak lokasi/orbit yang tidak boleh dialihkan (harus atas nama pemerintah). Masalah diisi oleh satelit fisik (Sepanjang tidak melampaui karakteristik yang diizinkan, Pemerintah tidak usah terlibat)

5. Perizinan harus selaras dengan proses koordinasi internasinal

Pentarifan

1. Tarif untuk pemerintah harus juga dikenakan ?! Karena tidak bisa diberikan kepada pemerintah. 

2. Ada progressif tariff. Tergantung sejauhmana efektif dan efisien.

3. Ada insentif bagi teknologi efisien (power, bandwidth).

Due Diligence

1. Rancang bangun satelit harus persetujuan Menteri ?! Spesifikasi umum dilampirkan. Ada report berkala mengenai perkembangan (Due diligence).

2. Proses due diligence ini bisa dikenakan untuk system komunikasi radio lainnya.

PAK SIGIT (ANTEVE)

1. Penyiaran Radio dan Televisi.

2. Kebebasan Pers / Hak Masyarakat untuk memperoleh informasi.

3. Frekuensi untuk public domain.

4. Kriteria pemberian izin harus dipertimbangkan (content ).

5. Untuk perizinan TV dan Radio, ada satu lembaga independen (yang lebih tinggi dari MASTEL) ??! Dampak sangat besar.

6. Undang-Undang Penyiaran tahun lalu, Deppen belum menyiapkan PP. 

7. Ditjen Postel memberikan alokasi Frekuensi, kemudian Lembaga Independen itu yang memberikan izin.

8. Deppen, wasit sekaligus pemain. Contoh : Komnas HAM.

ANDY COBHAM

1. Independent Regulatory Body, depend on Spectrum Management.

2. Spectrum Management, allocation tetap dipegang POSTEL.

3. Contoh pula : oleh Maritim dan Penerbangan.

BAMBANG SUSHI

1. Sudah dipegang Postel.

2. Hati-hati Independent Regulatory Body, karena menyangkut peraturan internasional

WORO

1. Pengelompokan harus berdasarkan Radio Regulation.

2. Selama ini blunder : 1) Radio Konsesi : Mobile, Broadcasting, dll, 2) Satelit.

3. Masalah maritime : Masih ada kerancuan ?! Antara  Ditjen Postel dengan Ditjen Perla.

4. Masalah Penyelenggaraan Telekomunikasi Pelayaran. (Distress and Safety Life) tidak berbayar, sedangkan bisa jasa telkom dari kapal ke laut (izin penyelenggaraan jasa telekomunikasi), frekuensi dan harus berbayar ?!

ARIFIN NUGROHO

Pengelompokkan pengguna perlu ?!

DWI RESTIANTO (TPI)

1. Pola perizinan

a. Harus jelas, siapa yang memberikan izin

b. Independent Regulatory Body ?! (Deppen, TVRI).

c. TVRI dulu bisa pake Frekuensi seenaknya ?!

d. Butuh alokasi frekuensi, butuh ketentuan umum.

e. Independent Regulatory Body, terdiri dari wakil pemerintah, akademisi, para pengelola, asosiasi. 

f. Diangkat oleh Presiden dan bertanggungjawab kepada DPR.

g. Tidak ada criteria dan batasan teknis.

i. Tinggi Tower, EIRP, dll

2. Pentarifan

a. Tarif  per Frekuensi per pemancar Rp. 50 juta,-

b. Berdasarkan Demografi.

c. Sebagai Relay/Repeater beda dengan Induk (Modulator dan Non-Modulator).

ANDY COBHAM

1. Misinpresentantion ; THE FCC IS NOT INDEPENDENT REGULATORY BODY, LIKE DEPPARPOSTEL;

2. EXAMPLE : CANADA, Commission Radio

3. Report to the Parlement. 

4. BROADCASTING (PUBLIC DOMAIN), PUBLIC TARIFF ISSUES, MACRO LEVEL DEALED BY INDEPENDENT REGULATORY BODY.

Monitoring Rules : 

Tariff : Percentage of Gross Revenue.

Independent Regulatory Body : tidak terlibat dengan day-to-day activity.

GOVERNMENT SETS A POLICY.

INDEPENDENT REGULATORY BODY : MONITORING

PARLEMENT : RECEIPT/NO.

BAMBANG SUSHI (SELULAR)

1. Independent Regulatory Body mempunyai kemampuan monitoring, penegakan hukum, penyidikan, dll.

SUKOYO (PAGING)

1. Masih terlalu rawan untuk Independent Regulatory Body. Izin teknis oleh Ditjen Postel, sedangkan izin content oleh Ditjen RTF-Deppen.

2. Izin frekuensi untuk penerangan diberikan oleh Deppen ?! Alokasi diberikan oleh Ditjen Postel.

KARIM PANDJAITAN (POSTEL)

1. Pelayanan satu atap saja  antara Deppen dengan Dephub.

POWER : Apakah masuk ke dalam parameter tariff ?!

BENYAMIN SURA : Sudah ada tariff dan zona, 

ANDY COBHAM :

Broadcasting, Zoning dan Coverage. Power ?? No !!

FIEN :

1. Dari segi user, power tidak segala-galanya. Misi dari frequency manager untuk memberikan spectrum supaya tidak memberikan interferensi kepada pengguna lain. 

2. Monitoring, field strength, power sebagai bahan klarifikasi.  

ANDY COBHAM :

TUJUAN PENTARIFAN :

1. Pembiayaan manajemen spectrum.

2. Government use ?! > 50 % (Military)

3. What bases you charging ?!

4. Auctioning ?! Market-driven -> Mature environment. Indonesia ?!?? -> 

5. Rational reasoning.

TARIF BERDASARKAN COST RECOVERY BASIS.

MENGAPA MESTI BHP FREKUENSI DITARIF ??

BAMBANG SUSHI :

Manajemen spectrum perlu dibiayai. Pentarifan dapat menunjang pembiayaan manajemen spectrum, penelitian, ikuti konferensi, dll. Ini bukan lembaga cari untung.

ANDY COBHAM :

Effective spectrum management vs Economic spectrum value ?! 

Proper pricing. Jangan terlalu mahal !!

WORO :

Tujuan BHP Frekuensi :

1. PNBP

2. Pendanaan manajemen Frekuensi

3. Kontrol

BAMBANG SUSHI

Spektrum adalah infrastruktur, jangan dibebankan kepada masyarakat atau pengguna Frekuensi. Jangan dijadikan target pendapatan.

BENYAMIN SURA :

· Target PNBP. Beda antara Pajak dan Pendapatan Negara Non Pajak.

· PNBP masuk ke nota keuangan, setiap tahun presiden  lapor ke MPR.

· Persetujuan dari Menteri Keuangan, dapat 50% (maksimum), biaya operasional, research, peningkatan SDM, law enforcement. 

· Ditjen Postel mengajukan suatu program kerja yang sedemikian, detil. 

· Paling maksimal 70% dari hak maksimum yang bisa digunakan.

· UU No.20 tentang PNBP bahwa dana yang ditarik PNBP dapat digunakan hanya oleh instansi yang mengelola.

L. WOERFINDARTI

· Frekuensi adalah limited resources. Sekali dikeluarkan, orang lain nggak bisa pake. Frekuensi tidak dimiliki, hanya diberikan hak penggunaannya. Menggantikan sesuatu yang limited / chance, yang orang lain tidak bisa pake. Masyarakat harus menggunakan seefisien mungkin.

· Tarif mengganti ongkos-ongkos manajemen Frekuensi, mendapatkan pendapatan PNBP.

IBU KUS

· Karena demand and supply nggak seimbang, untuk spectrum Frekuensi tertentu.

ANDY COBHAM

· Jika pengguna hak Frekuensi tidak efisien dan optimal dan tidak menggunakan, cabut izinnya.

EDI SOERYANTO (INDOSAT)

· RPP belum mengantisipasi kemungkinan globalisasi. 

· Perlu suatu antisipasi pemain global yang akan masuk ke Indonesia.

· Ada dua jenis pemain global, yang punya investasi di Indonesia, yang tidak mempunyai service provider di Indonesia. Spektrum global. Bagaimana tarifnya ?! Perizinannya ? Siapa yang menggeser ?!

· Komponen Rp. (Untuk pemain global perlu US$).

WORO :

· SNG (Satellite News Gathering). Mereka datang sendiri-sendiri. Ada proteksi terhadap existing player. Harus kerjasama dengan Indosat. Di negara Asia, pada umumnya men “encourage” proteksi terhadap satelit sendiri. Padahal pake Panamsat, Asiasat. Pemain global sudah masuk. Izin Frekuensi harus diberikan. Harus bagaimana ?!

· ICO datang, sharing dengan TELKOM ? Siapa yang harus menggusur.

IBU KOES :

Ada limited time, bagi eksisting player. Harus equal treatment, di mana frekuensinya available. 

BAMBANG SUSHI :

Orang masuk suatu  negara harus ikut aturan main. “First Come First Served”. Mendaftarkan ke I.T.U.

L. WOERFIENDARTI :

· Landing Right PSN ?! Setiap negara yang dicakup  , harus bekerjasama dengan national service provider. Kepmen GMPCS. Kenapa harus ada Gateway ? Prinsipnya harus kerjasama dengan operator Indonesia. 

· Kompromi win-win solution. Perizinan harus diberikan syarat-syarat waktu, phase-in, phase-out.

· Yang diatur SNG, transmit, harus izin. Basic prinsiple.

WORO :

· Aturan tak tertulis

· SNG, rekomendasi DEPPEN.

· Provider SNG harus kerjasama dengan INDOSAT.

· Biaya untuk operasional Frekuensi ?! 

· Pengadaan perangkat (by loan) oleh terpisah. Susah inventarisir cost.

· Cost Analysis.

BENYAMIN SURA :

· Dalam UU No.22 PNBP, harus dalam Rp.

· Contoh, Dtjen Postel sewa transponder membayar dalam Rp.

RUDIYANTARA 

· Komersil dan Non-komersil. Jangan sampai ada dua izin, dengan izin penyelenggaraan Telekomunikasi.

· Otonomi Pemerintah Daerah. Pembagian tariff, harus diatur oleh pembagian dengan Kanwil-Kanwil.

· National Service Provider.

· Tarif : Independent terhadap teknologi. 

ARIFIN NUGROHO : Teknologi Innocent.

KOES : 

· Dari pita Frekuensi, bandwidth. Jualannya blok (5 MHz dalam PCN band). Pake PCN, GSM, PHS kek, tidak peduli. 

· Bagaimana dengan eksisting NMT, AMPS ?! Itu beda case.

· For the next, perlu dilihat dari “business plan”, “technology neutral”.

ANDY COBHAM :

· Reality Check. 

· Technology is …

IBU WORO :

Setiap tahun Indeks tariff spectrum berubah.

NON-KOMERSIL :

· Navigasi Penerbangan

· Maritim

· Penerbangan

· BAKIN

· Perwakilan Diplomatik

· Amatir Radio

FREKUENSI EKSPERIMENTAL

Bagaimana seorang eksperimen pake Frekuensi selain amatir, harus bayar ???!!

ANDY COBHAM :

· ITU tidak mengenali eksperimen band.

· Setiap negara punya “provision” on case-by-case basis, block spectrum untuk experiment. Licence fee, nominal fee to facilitate/stimulate experiment. Tested demo. Block VHF/UHF. Experiment finish, yah sudah.

ADNAN (ITB)

· Rumus tariff sudah cukup bagus. Bagaimana implementasinya ?! 

· Eksperimen !! ITB, 1.5 GHz, bagi-bagi ke universitas lain ke radio link. Bentrokan dengan operator GSM. Karena tidak tahu. 

· Perangkat bagaimana ? Bagaimana type-approved, siapa ?!

· Bawa ke siapa supaya type-approved ??

· Spread Spectrum, Frekuensi 2.4 GHz. USA, Unlicensed Band. Bisa sharing dengan PT. POS.

· Tarif eksperimen bisa semurah mungkin.

IBU WORO :

· Sosialisasi perlu.

· Eksperimen, sampai saat ini belum ada prioritas ke situ ? Ke depan mesti juga. Perlu prosedur dan alokasi tertentu mengenai eksperimen.

· Perlu SDM yang canggih untuk monitoring dan penertiban.

HUBUNGAN IZIN FREKUENSI DENGAN IZIN SIARAN DAN IZIN TELEKOMUNIKASI.

· Siaran : Izin nasional ?!

· Ada Frekuensi yang idle, padahal izin nasional.

· Kalau sudah membooking alokasi, harus dikenakan booking fee (progressif). Tidak ada kepastian jika sudah dialokasi, tetapi tidak ada implementasinya.

SOEKOYO (PAGING)

· Kalau alokasi nasional, harus dicharge nasional. (termasuk paging).

IBU WORO

· Lokasi di mana ?! Konsepnya satu Frekuensi satu izin.

IBU KUS

· Semakin banyak RBS, bayarnya semakin banyak. It’s not fair.

· Smaller bandwidth, paid more.

· Per pita per lokasi per km2.

ANDY COBHAM

· Hak untuk izin nasional tidak sama dengan hak Frekuensi nasional.

· Preliminary qualifying criteria.

IBU FIEN

· Hubungan dengan izin penyelenggaraan telekomunikasi ??!!

· Dahulu, izin prinsip oleh Menteri. Izin Frekuensi dikelola oleh Ditjen Postel.

· Cenderung 1 gate, izin prinsip, alokasi Frekuensi ada.

IBU WORO :

· Alokasi sudah diberikan.

· Assignment spesifik. Harus mengajukan kembali. Dan detail, koordinat, power, etc.

· Biaya untuk menggusur/realokasi dapat dibebankan ke hasil auction ?!

· Lifetime ?!

RUDYANTARA

· Asalkan jelas tarifnya, tetapi frekuensinya dijamin bersih, no problem.

